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ABSTRACT

HASRIA U. HUSUNI. H111814. LEGAL ANALYSIS OF THE STATUS OF
CHILDREN FROM SIRI MARRIAGE

This study aims (1) to determine and analyze the status of children from
unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation
of Islamic Law, (2) to determine the legal consequences of the status of children
from unregistered marriages. The research method used in this research is
normative, which uses the analysis of civil law, namely law number | of 1974 and
Islamic law, in analyzing the incident or events of unregistered marriage that
occurred in Sukamakmur Village. The results of this study indicate that, (1) based
on Law Number | of 1974 and the Compilation of Islamic Law, the status of
children resulting from unregistered marriages is a legitimate child. This is because
the couples under study perform unregistered marriages, which according to the
law, are legal marriages if they are carried out according to the laws of their
respective religions and beliefs. (2) the legal consequences obtained by a child
resulting from an unregistered marriage are that the child does not get civil rights
legally or officially, such as a birth certificate from the civil registry or also entered
into a member of the family card from his parents. This causes children and wives
from unregistered marriages to be legally valid according to religious norms.

However, it does not have legality or legal force before the state, therefore it is not
registered in the state, in other words, this marriage is not recognized by the state.

Keywords: law, child status, unregistered marriage



ABSTRAK

HASRIA U. HUSUNI. H1118194. ANALISIS HUKUM TERHADAP
STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis status anak
dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor | Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam, (2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap
status anak dari perkawinan siri. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian adalah normatif, yang menggunakan analisis undang-undang
perdata, yaitu undang-undang nomor | tahun 1974 dan hukum islam, dalam
menganalisa kejadian atau peristiwa pernikahan siri yang terjadi di Desa
Sukamakmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) berdasarkan
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, status
anak yang dihasilkan dari perkawinan siri adalah anak yang sah. Hal ini
dikarenakan pasangan yang diteliti melakukan pernikahan siri yang menurut
Undang-Undang perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) akibat hukum yang
diperoleh oleh anak hasil pernikahan siri adalah anak tidak mendapatkan
hak keperdataan secara legal atau resmi, seperti akta kelahiran dari catatan
sipil maupun juga masuk ke dalam anggota kartu keluarga dari orang
tuanya. Hal ini menyebabkan anak dan istri dari perkawinan siri memang
sah secara norma agama. Namun tidak memiliki legalitas maupun kekuatan
hukum dihadapan negara karenanya tidak tercatat dalam negara dengan kata
lain perkawinan ini tidak diakui oleh negara.

Kata kunci: Hukum, Status Anak, Perkawinan Siri
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Allah tidak membebani sescorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.” (Q.S Al — Baqarah : 286)

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Tidak ada kemudahan tanpa doa.” — Ridwan Kamil

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat, ku persembahkan sebagai tanda baktiku kepada orang
tuaku tercinta yang telah bersusah payah dan berkorban dalam membiayai
penyelesaian studiku, mendukung, serta seluruh keluarga yang selalu
mendoakan kesuksesanku. Dan semua pihak yang selalu bertanya : “ kapan

wisuda?”, “kerja dimana”? dan lain sejenisnya, kalian adalah salah satu

alasanku segera menyelesaikan skripsi ini.

ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah refleksi nilai yang keberadaannya diyakini
masyarakat sebagai sebuah pranata atau pedoman dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu muatan-muatan
yang ada di dalam kaidah hukum harus mampu menampung berbagai aspirasi-
aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Sehingga tidak terbatas
pada sifat kekinian semata, akan tetapi dapat dijadikan sebagai acuan dalam
mengantisipasi setiap perkembangan yang ada di beragam aspek kehidupan
manusia, termasuk di dalamnya aspek politik, sosial dan ekonomi. Adanya
hukum di dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai salah satu
metode yang dapat menertibkan kehidupan anggota masyarakat, yang terdiri
dari keluarga sebagai unit sosial terkecil, sehingga dapat mencapai
kemakmuran dalam sistem relasi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.
Dengan demikian, keberadaan hukum di dalam sebuah keluarga adalah penting
adanya dan tentu saja tidak terelakkan.

Keluarga secara sederhana merupakan unit sosial terkecil di dalam
masyarakat, yang memiliki institusi dasar yakni perkawinan. Secara sederhana

nikah adalah media yang digunakan untuk mempersatukan dua orang menjadi



sebuah keluarga dan merupakan satu-satunya ritual pemersatu yang
diakui secara sah menurut hukum positif, Dalam penjelasan lebih lanjut, nikah
merupakan akad yang menimbulkan halalnya hubungan seksual antara
perempuan dan laki-laki, dan timbulnya sikap saling tolong menolong serta
menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. (Rusdi,2016)

Akad dalam sebuah perkawinan mengandung akibat hukum bagi suami
maupun isteri. Selain itu, akibat hukum dari perkawinan tersebut akan timbul
hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya terhadap harta kekayaan yang
mereka miliki. Adanya hukum kekeluargaan dan hubungan harta kekayaan
memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kedua hal tersebut tidak bisa
dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Jadi hubungan kekeluargaan tersebut
menentukan hubungan hukum kekayaan yang dimiliki.

Akibat hukum dari perkawinan yang dimaksudkan tersebut terjadi jika
perkawinan dilakukan secara resmi atau dicatatkan. Sehingga akan
memunculkan harta benda yang dimiliki bersama, baik suami maupun isteri.
Tentang harta bersama ini dijelaskan dalam BAB VII Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang harta benda perkawinan. Sedangkan dalam pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2) di dalamnya berisi tentang kepemilikan harta kekayaan selama
pernikahan atau harta benda yang dimiliki suami atau isteri. Adapun harta yang
dibawa oleh suami atau isteri sebelum menikah, atau diperoleh melalui warisan
maka dikuasai masing-masing pihak. Dijelaskan kembali dalam pasal 36
tentang tindakan hukum terhadap harta bersama ini harus mendapat

persetujuan baik dari suami maupun isteri. Sementara itu, harta yang dibawa



masing-masing oleh suami maupun isteri sebelum pernikahan merupakan hak
masing-masing.

Tujuan lain dari perkawinan adalah melangsungkan garis keturunan
dengan memiliki anak. Status dan keberadaan seorang anak di dalam keluarga
sangat dipengaruhi oleh keabsahan dari sebuah perkawinan. Perkawinan yang
sah (dicatatkan) akan memberikan status yang jelas terhadap anak yang lahir
dari perkawinan tersebut. Sementara itu, anak yang lahir dari hubungan atau
perkawinan yang tidak sah, tidak akan memiliki status yang jelas di mata
hukum positif.

Perkawinan yang sah yang dimaksud adalah perkawinan yang
dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah. Sedangkan perkawinan yang
tidak sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan hanya dihadiri wali dan
dinikahkan secara agama atau kepercayaan masing-masing, dan tidak
dicatatkan. Pernikahan yang tidak sah juga akan menimbulkan akibat hukum
yang tidak jelas terhadap anak yang kemudian lahir dari perkawinan tersebut.
Harta yang diperoleh bersama juga akan sulit dipisahkan atau diatur sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada. Perkawinan tidak sah ini, seringkali
masyarakat menyebutnya dengan perkawinan siri.

Sampai saat ini praktik perkawinan siri masih banyak dijumpai
dimana-mana. Dengan berbagai latar belakang, tidak sedikit pasangan yang
memilih untuk melakukan perkawinan siri atau nikah di bawah tangan, contoh
di Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio. Di desa Sukamakmur ditemukan

terdapat satu pasangan yang memilih melakukan menikah siri. Salah satu hal



yang mempengaruhi melakukan menikah siri adalah karena keterbatasan
pengetahuan tentang hukum, akibat hukum yang ditimbulkan serta dari segi
finansial yang kurang mencukupi untuk melangsungkan pernikahan sesuai
undang-undang. Meskipun pemerintah telah melarang praktik perkawinan siri,
namun faktanya masih ada masyarakat yang menjalankannya.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah
satu wujud tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai
bangsa yang berdaulat. Agar terjamin ketertiban pranata perkawinan di dalam
masyarakat, maka hadirnya undang-undang No 1 tahun 1974 jo, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus
dicatatkan kepada lembaga berwenang. Namun dalam kenyataannya banyak
fenomena yang tidak sesuai aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari maraknya
perkawinan siri yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun faktor lain yang melatarbelakangi masyarakat melakukan
perkawinan siri pada dasarnya kembali kepada individu masing-masing.
Namun yang menjadi alasan lain dikarenakan batasan usia yang ditetapkan
oleh undang-undang, tempat tinggal yang berpindah-pindah menjadikan
seseorang kesulitan mengurus administrasi dan prosedur pencatatan
perkawinan. Dari segi ekonomi, masyarakat yang tidak mampu biasanya
mereka akan merasa terbebani dan kesulitan membayar biaya-biaya untuk
mencatatkan perkawinannya, sehingga mereka lebih memilih nikah siri. Dari
segi agama, nikah siri dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami isteri

sehingga dijauhkan dari dosa zina.



Perkawinan tidak hanya sebatas ikatan lahir atau batin saja, namun harus
kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan
merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan.
Dikatakan sebagai perbuatan hukum, karena perkawinan akan menimbulkan
akibat-akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi masing-masing
pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keagamaan karena dalam
pelaksanaan perkawinan dikaitkan dengan ajaran agama dan kepercayaan
masing-masing pihak yang sudah memberikan aturan tentang perkawinan itu
harus dilaksanakan.

Dalam kasus perkawinan siri, beberapa dampak yang terjadi di
patilanggio adalah: dilihat dari norma hukum, bahwa anak yang dilahirkan dari
perkawinan siri dikatakan sebagai anak hasil hubungan luar nikah karena tidak
dicatat di Negara. Bukti yang tertera pada akte kelahiran hanya nama ibunya
yang tercantum bukan nama ayahnya. Karena tidak tercantum nama ayahnya
di dalam akte, maka secara hukum juga tidak timbul hak dan kewajiban yang
harus dijalankan oleh ayah terhadap anaknya, termasuk tentang harta.

Dari segi agama, memang perkawinan siri itu sah, namun hal ini
sesekali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan seorang
suami dengan bebas meninggalkan isteri atas pernikahan siri tersebut, karena
tidak dicatatkan sah secara hukum. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 42
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan

“Anak yang sah adalah anak yang yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah”.
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Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan secara sah yang akan
mengakibatkan banyak hal khususnya kedudukan anak, maka peneliti akan
melakukan penelitian secara mendalam tentang “Analisis Hukum Terhadap
Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dirumuskan

dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana status anak dari perkawinan siri menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan siri?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis status anak dari perkawinan siri
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap status anak dari
perkawinan siri.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam upaya pemenuhan hak-hak anak atas pernikahan siri (hak harta,
pendidikan dan status kedudukan anak) serta legalitas kedudukan anak

akibat pernikahan siri yang rentan kehilangan haknya atas orang tuanya;



2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti agar penelitian ini dapat dijadikan acuan

untuk melakukan penelitian lebih baik dan mendalam. Serta dapat

melakukan suatu regulasi dengan kajian hukum lainnya.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Dalam bahasa arab kata as-shagir memiliki arti anak kecil,
merupakan lawan dari kata al kabir yang berarti yang besar atau orang
dewasa. Ash-shighar yang berarti kecil ini dijadikan sebagai sifat yang
aridhah (sifat bukan asli), meskipun sifat tersebut merupakan kondisi asli
bagi setiap permulaan manusia namun sifat ini sesungguhnya bukanlah
sesuatu yang lazim atau mestinya ada sebagai hakikat manusia pada
umumnya. Ini merujuk pada sifat sebab-akibat dimana manusia
sesungguhnya tidak memerlukan sifat shighar (kecil) itu sendiri.

Sifat yang baru datang atau aridh merupakan sifat kelayakan atau
ahliyyah pada manusia, yakni sifat tersebut bukan sifat lazim manusia, dan
justru berbeda dengan sifat aslinya karena pada dasarnya Allah SWT
menciptakan manusia untuk mengemban berbagai beban dan
tanggungjawab serta untuk mengenal Allah SWT itu sendiri. Maka, Allah
SWT, dalam menciptakan setiap manusia pastilah dibekali kecerdasan
intelektual, kesempurnaan untuk menggunakan kecerdasan tersebut, serta
dilengkapi dengan kekuatan yang cukup untuk bisa mencapai tujuan dari

penciptaannya itu sendiri. (Huzaemah Tahido Yanggo,2004:1)



Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kuasa atas anak harus
memiliki sifat kasih sayang dan petlindungan. Sebab anak memiliki sifat
kelemahan yang tidak bisa melaksanakan segala hal sendiri, sehingga harus
ada seseorang yang melindungi dan menanggungnya sampai ia dianggap
sebagai anak yang bisa memenuhi segalanya sendiri.

Selain itu, hal ini juga ditujukan untuk menjaga keselamatan diri,
dan memelihara hartanya dari penggunaan yang semena-mena atau bahkan
pemborosan. Jika harta ada padanya, maka ia akan menjadi sasaran yang
nyata bagi orang-orang yang berniat jahat dan yang hanya berniat untuk
mengambil keuntungan darinya. Dengan demikian, demi kebaikannya,
syari’ (penentu syariat) menetapkan bahwa ayah anak kecil tersebut adalah
wali pertama yang wajib mempertanggungj awabkan harta benda yang
dimilikinya. Ini disebabkan bahwa ayah adalah manusia yang paling sayang
dan yang paling bersemangat dalam memerikan kemaslahatan bagi anak
tersebut. Setelah ayah, maka yang berhak menjadi walinya adalah orang
yang menerima wasiat atau pengurus wasiat dari ayahnya jika pada akhirnya
anak tersebut menjadi yatim. (Huzaemah Tahido Yanggo,2004)

Sementara itu, menurut pandangan ulama figh, hidhanah (mengasuh
atau mendidik anak) diartikan sebagai berikut:

a. Hanifah: hidhanah merupakan usaha mendidik anak yang dilakukan
oleh seseorang yang memiliki hak asuh terhadap anak.
b. Ulama Syafi’iyah; hidhanah merupakan mendidik dan mengurus orang

yang tidak mampu mengurus diirnya dengan kemashlahatan untuk
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dirinya sendiri, dan memelihara diri sendiri dari hal-hal yang
membahayakan meskipun ia sudah tumbuh dewasa. Seperti
membersihkan badan, mencuci pakaian dll.

Pendapat ini lebih dekat kepada pendapat ulama Hanabilah dan
Malikiah. Namun ada juga ulama Imam Abu Hanifah yang membagi segala
urusan anak kecil itu menjadi dua bagian, yaitu: bagian yang diserahkan
kepada wali anak, dan bagjan yang lain, yaitu tugas mendidik, dipercayakan
kepada hadhinah (pengasuh).

Sedangkan dalam UU No 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak
adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, dalam hal ini
termasuk anak di dalam kandungan. Dari undang-undang ini dapat dipahami
bahwa seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah masuk dalam kategori
anak dan harus diberi perlindungan.

Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, orang tua, masyarakat,
pemerintah, negara dan pemerintah daerah. (Tang,2014)

Sebagaimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, terdapat beberapa
hak anak yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Setiap anak memiliki hak memperoleh pengajaran dan pendidikan
dalam rangka meningkatkan kecerdasannya dan mengembangkan

pribadinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya;



b. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan pada satuan
pendidikan dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh
tenaga kependidikan, pendidik, sesama peserta didik dan atau dari pihak
lain,

c. Selain mendapatkan kedua hak tersebut, anak penyandang disabilitas
berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki
keunggulan juga berhak memperoleh pendidikan khusus.

d. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya masing-masing, kecuali
terdapat alasan dan atau aturan hukum yang sah, yang menunjukkan
bahwa pemisahan itu merupakan bentuk kepentingan terbaik bagi anak
dan merupakan pertimbangan terakhir.

Jika terjadi pemisahan antara ayah dan ibunya, sehingga anak akan
mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya, maka setiap anak memiliki
hak:

a. Bertemu dan berhubungan langsung secara pribadi dengan orang
tuanya;

b. Memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan
dalam rangka tumbuh kembang anak yang diperoleh dari orang tuanya
sesuai bakat, minat dan kemampuannya;

¢. Mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya dan Mendapatkan
hak anak lainnya.

Dalam pasal 54 ayat 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak dimyatakan bahwa:
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Anak di dalam dan dj lingkungan satuan pendidikan wajib
mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,
kejahatan seksual, dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan oleh
tenaga kependidikan, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau
pihak lain.
Secara eksplisit, dalam pasal ini dapat dirinci hak-hak anak menjadi
beberapa poin antara lain:
a. Hak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dapat
mengakibatkan luka cedera atau fisik pada anak, seperti menganiaya,
memukul, meninju, menendang, menampar, mencubit, mendorong,
menggunakan alat-alat lain atau aliran listrik, mengurung, gerakan fisik
berlebihan, melarang buang air kecil dan lain sebagainya. Kejahatan
fisik ini dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, kependidikan, kepala
sekolah sebagai salah satu bentuk mendisiplinkan siswa.
b. Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan psikis
Kekerasan psikis merupakan bentuk tindakan penyiksaan yang
mengarah pada jiwa meliputi perilaku intimidasi dan menganiaya,
menyalahgunakan wewenang, mengancam, mengisolasi dan lain
sebagainya, yang dapat mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri,

meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan

tidak berdaya.



Dampak negatif yang dapat dilihat dari bentuk kekerasan psikis
adalah dapat mengakibatkan seseorang menjadi penakut dalam proses
pembelajaran, kreatifitas pesrta didik menjadi terhambat, kurangnya
rasa hormat kepada guru dan peserta didik tidak semangat dalam
mengikuti pembelajaran. Karena dampak yang ditimbulkan dalam
bentuk psikis, maka salah satu hal untuk menanggulanginya akan
memakan cukup banyak waktu dan membutuhkan kesabaran dari orang
yang ingin membantu memulihkannya.

¢. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual

Sebagaimana dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan
seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan
hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai,
dengan cara pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk
tujuan komersial dan tujuan-tujuan tertentu. beberapa bentuk kekerasan
seksual yang terjadi pada anak adalah; sodomi, pemerkosaan, penjualan
anak, pencabulan, eksploitasi seksual anak untuk menjadi pelacur dan
eksploitas seksual anak melalui pernikahan anak.

Sedangkan dilihat dari yurispridensi ulama, ditekankan bahwa
hubungan antara orang tua dan anak akan memunculkan hak-hak untuk anak

yang diperoleh dari orang tuanya, antara lain:



a. Hak Rada’

Hak rada’ merupakan hak dasar yang diperoleh anak untuk
mendapatkan makanan yang layak, seperti disusui ibunya. Dan dalam
masa ini orang yang bertanggung jawab dalam masalah finansial adalah
orang terdekat dalam nasabnya, dalam hal ini adalah ayah yang
seharusnya berada dalam posisi ini.

b. Hak Hadhanah
Hak hadhanah bermakna meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk
seperti menggendongnya, atau meletakkan dalam pangkuan. Secara
istilah figh, hadhanah adalah tugas untuk mendidik, merawat dan
menjaga bayi atau anak-anak sejak dia lahir sampai anak tersebut
mampu mengatur dirinya sendiri.

c. Hak Wilayah
Dalam mengasuh anak, hak wilayah atau perwalian juga menjadi hak
yang diperoleh anak, mulai dari anak masih kecil hingga ia dewasa.
Perwalian ini tidak hanya diperoleh anak ketika pernikahan, namun
juga tentang mengasuh anak sampai masa hadhanah berakhir, yaitu
ketika anak telah mumayyiz atau sampai anak tersebut menikah. Hak
perwalian juga berkaitan dengan harta benda.

d. Hak Kehidupan
Setiap anak berhak mendapatkan hak kehidupan. Begitu seorang anak
dilahirkan, hak hidupnya harus dipenuhi. Hak hidup anak ini terhubung

dengan hak-hal yang telah disebutkan sebelumnya.
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Pengertian Perkawinan

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan
merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia
dan kekal.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili di dalam bukunya yang berjudul figh
al-islami wa ‘adillatuh menjelaskan tentang pernikahan, bahwa perkawinan
adalah kumpul dan akad bersama. Selain itu, perkawinan juga diartikan
sebagai akad yang menjadikan halal seseorang laki-laki menikmati seorang
perempuan. (Al-zuhaili,2012)

Sementara dalam pandangan hukum islam nikah merupakan sunah
Rasul dan memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya jika disertai niat
yang tulus dan ikhlas.

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hakikat pernikahan merupakan
adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad. Akad pernikahan inilah yang
selanjutnya dijadikan dasar dalam shariat islam sebagai dasar halalnya
hubungan persetubuhan. Dari pernikahan yang sah akan melahirkan
keturunan yang sah pula dan memiliki struktur nasab yang jelas, baik dalam
hukum islam, perdata dan pandangan masyarakat.

Pengertian Nikah Siri

Kata “Sirri” berasal dari bahasa arab “sirrun” yang artinya sunyi,

tersembunyi, diam dan rahasia, yang merupakan lawan kata dari ‘alaniyyah’

yang artinya terang-terangan. Jika digabungkan dengan pernikahan, bahwa



siri mengandung arti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi,
diam-diam atau rahasia. Istilah diam-diam ini selanjutnya mengandung dua
makna, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
tidak diketahui orang sekitar; dan pernikahan yang dilakukan tanpa
dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil. (Islami, 2021)

Menurut M. Zuhdi Muhdhar nikah sirri meurupakan pernikahan
yang dilakukan tanpa dicatatkan ke KUA oleh Petugas Pencatat Nikah,
sehingga pasangan tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah. Pada
umumnya pasangan tersebut dinikahkan oleh pemuka agama di lingkungan
setempat. (Muhdhar,2000:22)

Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk nikah siri, antara lain:

I. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah sesuai dengan
ketentuan hukum islam.

2. Tidak terpenuhinya legal procedure, dimana tidak mendatangkan atau
menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah saat pernikahan dilaksanakan,
sehingga akibat hukumnya, pernikahan tersebut dinilai tidak sah.

3. Tidak dilaksanakannya walimah al nikah setelah proses ijab qabul
dilaksanakan, padahal walimah ditujukan sebagai salah satu bentuk
memberitahu lingkungan sekitar dan khalayah ramai bahwa pasangan
tersebut telah sah menjadi suami isteri. (Setiawati,2005:38-39)

Dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 dinyatakan bahwa

“perkawinan dikatakan sah jika telah dilakukan menurut hukum agama serta
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kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.” Penjelasan Pasal 2 Undang-undang
perkawinan menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia harus dicatatkan
sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing oleh warga negara
Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta
sesuai dengan pancasila pada sila pertama. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat
(2) juga disebutkan bahwa pernikahan yang telah dicatatkan sesuai
perundang-undangan menimbulkan pro dan kontra apakah termasuk syarat
sah pernikahan atau termasuk dalam persyaratan administratif saja sehingga
kedepannya tidak mempengaruhi pada sahnya pernikahan. (Dewi,2019)
Hak Keperdataan Anak Akibat Perkawinan Siri

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum positif, status anak dibedakan
menjadi dua macam, yaitu keturuﬁan sah dan keturunan tidak sah. Anak atau
keturunan sah didasarkan atas perkawinan yang sah, hal ini berarti anak-
anak yang dilahirkan di dalam atau sebab perkawinan yang sah. Sedangkan
keturunan atau anak yang tidak sah adalah anak-anak yang dilahirkan di
dalam atau sebab perkawinan yang tidak sah. Anak tidak sah ini biasanya
ada istilah yang melekat padanya yakni anak luar kawin. (Satrio,2000:5)

Anak luar kawin dalam hukum perdata (Burgerlijk wetbook) disebut
dengan istilah anak alam atau “Naturlijk Kind”. Pengertian anak luar kawin
merupakan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan tidak

dibenihkan dari pria yang terikat perkawinan sah dengan ibu tersebut. Oleh



sebab itu, istilah yang melekat pada anak yang dilahirkan itu adalah
anak tidak sah,

Sedangkan anak sah merupakan anak yang lahir atau dibuahkan di
dalam pernikahan yang sah. Jika seorang anak dibuahkan di dalam
perkawinan yang sah namun ia dialhirkan setelah orang tuanya berpisah
(bercerai), ia masih termasuk anak yang sah. Begitu juga dengan anak yang
dibenihkan di luar perkawinan namun ia dilahirkan di dalam perkawinan
yang sah, maka ia termasuk anak yang sah. Dengan demikian anak-anak
atau keturunan yang tidak memenuhi ketentuan ini, maka ia termasuk anak
yang tidak sah. (Ridwan,1992:82)

Anak luar nikah ini tentu memiliki akibat hukum sendiri
sebagaimana yang dijelaskan oleh J.Satrio tentang kondisi atau posisi anak
tersebut dalam hukum perdata. Anak luar nikah tidak serta merta memiliki
hubungan kekerabatan dan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya,
baik ibu maupun ayahnya. Meskipun secara biologis ia memiliki kesamaan
dengan orang tuanya, namun jika dilihat dari aspek yuridis, orang tuanya
justru tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak tidak sah ini.
Hal ini berarti bahwa menurut KUHPdt seorang anak tidak sah tidak
memiliki posisi maupun keterikatan apapun dengan orang tuanya. Kondisi
ini tentu saja sangat menyedihkan, dimana ada seorang anak yang notabene
adalah makhluk Tuhan, namun ia tak memiliki kedudukan apapun di dunia

ini berdasarkan pada atu ran yang dibuat oleh sesamanya. (Satrio,1992:153)
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Di dalam KUHPdt anak luar kawin memiliki dua jenis, yaitu: (1)
anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah dimana keduanya tidak memiliki
larangan untuk menikah, dan seorang anak yang lahir dari seorang ibu dan
ayah dimana keduanya terdapat larangan kawin karena adanya larangan di
dalam UU (undang-undang) atau jika salah satu orang tuanya, ayah atau ibu
sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. (2) anak zina
merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan, dimana
anak tersebut keberadaannya harus diakui oleh ayah dan ibunya, supaya ia
memiliki hubungan hukum antara orang tua dan anak. Jika tidak memiliki
pengakuan, maka tidak ada hubungan hukum yang timbul padanya.
Meskipun anak tersebut lahir dari seorang ibu, dan ibu tidak menyatakan
dengan tegas bahwa ia adalah anaknya maka tetap tidak akan ada hubungan
hukum antara anak dan orang tua tersebut. (Afandi,1997:145-146)

Sedangkan anak sah memiliki beberapa hak yang harus diperoleh
dari orang tua, antara lain:

1. Hak nafkah
Merupakan salah satu hak yang harus diberikan orang tua
kepada anaknya. Ini juga merupakan kebutuhan dasar sebagaimana
yang dibutubkan orang-orang, utamanya adalah kebutuhan pangan
yang harus tercukupi dengan baik. Adapun kebutuhan lainnya bisa
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang yang memiliki
kewajiban menanggungnya. Hal ini seseuai dengan yang ada di dalam

udang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 tentang kesejahteraan anak,
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cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima
dan keenam bab ini”.

3. Hak waris.

Hak tentang kewarisan dijelaskan dalam KUHPdt pasal 833
yang menyatakan bahwa pewarisan merupakan sebuah pengalihan
kepemilikan atas benda, piutang dan hak dari orang yang sudah
meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun yang dimaksud ahli
waris bukanlah keluarga dekat (seperti yang dimaksudkan dalam
hukum islam), namun keluarga dekat yang dimasud disini juga
termasuk orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dekat dan telah
ditunjuk sebagai ahli waris oleh orang yang meninggal dunia.

Sementara itu, terdapat dua pengertian tentang anak luar kawin atau
anak alami (natuurlyke kinderen). Dalam pengertian luas yang termasuk
anak luar kawin adalah anak zina (overspelige kinderen) atau dalam istilah
lain adalah anak sumbang (bloedschennige kinderen) dan dalam pengertian
sempit, anak luar kawin atau anak sumbang tidak termasuk didalamnya.
(Prodjohamidjojo,2002:57-58) Undang-undang tentang perkawinan nomor
1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang istilah anak luar nikah.
Dalam regulasi ini hanya disebutkan tentang status anak sah, hal ini
sebagaimana disebutkan dalam pasal 42. Sechingga dalam hal ini
menggunakan “argumentum a contrario” bahwa anak yang dilahirkan di

luar konteks perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar nikah. Kondisi



ini dapat terjadi karena beberapa hal, sebagaimana tersebut dalam
penejasan berikut ini:

l. Anak yang lahir dari seorang wanita, namun tidak memiliki ikatan
perkawinan sah dengan laki-laki yang menghamilinya.

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, dimana kelahirannya dikehendaki
oleh salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi salah satu atau kedua
orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.

3. Anakyang lahir dalam masa iddah setelah perceraian, namun anak yang
dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki lain
yang bukan suaminya. Sebenarnya anak ini kemungkinan dapat
diterima oleh kedua pihak secara wajar, jika wanita tersebut menikah
dengan laki-laki yang menghamilinya.

4. Seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari melahirkan
seorang anak pada waktu tersebut, dan suaminya tidak mengakui bahwa
anak tersebut merupakan anak sahnya.

5. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, namun ia melakukan hal
yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Misalnya ketentuan
dalam agama Katolik yang tidak mengenal istilah cerai hidup, namun
ia bercerai kemudian menikah kembali dan melahirkan seorang anak
dari hasil pernikahan tersebut. Maka anak yang dilahirkan ini termasuk
anak luar kawin.

6. Anak yang lahir dari seorang wanita dari hasil pernikahan yang dilarang

sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku. Misal warga Indonesia
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7. menikah dengan warga negara asing, namun ia tidak memperoleh izin
dari kedutaan dengan alasan salah satu atau keduanya telah memiliki
pasangan yang sah. Meski demikian mereka tetap berhubungan
sehingga menghasilkan anak dari hubungan tersebut. Maka anak yang
lahir dalam kondisi ini termasuk anak luar kawin.

8.

Anak yang lahir dari seorang wanita yang meninggalkannya begitu saja
setelah ia dilahirkan, sehingga anak tersebut tidak mengenal sama
sekali tentang siapa kedua orang tuanya.

9. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak sah akrena tidak
didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun kantor
catatan sipil.

10. Anak yang lahir akibat perkawinan yang diselenggarakan hanya dengan
tata cara adat dan dilaksanakan tidak berdasarkan agama maupun
kepercayaan yang diakui negara dan tidak dicatatkan secara resmi di
KUA maupun Kantor Catatan Sipil. (Witanto,2012)

Sementara itu, dalam KUHPdt juga dijelaskan tentang pengesahan
anak luar kawin, misalnya dalam pasal 272 yang berbunyi: “anak luar
kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodahan darah,
disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila
sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara
sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta
perkawinannya sendiri.” Ditegaskan kembali dalam pasal 274 yang

berbunyi: “bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan
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telah lalai untuk mengakui anak diluar kawin, kelalaiannya mereka
ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan
setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.” Berikutnya dalam pasal 275
dinyatakan sebagai berikut: “dengan cara yang sama seperti yang diatur
dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak dilaur kawin yang telah
diakui menurut undang-undang; (1) bila anak itu lahir dari orang tua, yang
karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi
dilaksanakan; (2) bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk
golongan Indonesia, atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya
meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap
perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.”

Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan
menurut hukum islam merupakan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat
atau disebut sebagai mitssagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum islam dan
sesuai dengan regulasi undang-undang tentang pernikahan, yaitu undang-
undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:
perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama
serta kepercayaan. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

undang-undang yang berlaku.
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Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk ketertiban bagi
seluruh masyarakat islam. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur di dalam regulasi
undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 dan pasal 6; bahwa Untuk
memenuhi ketentuan ini, tiap-tiap perkawinan harus dilangsungkan
dihadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Ikatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika dalam perkawinan tidak dapat
dibuktikan Akta nikah, pasangan suami istri dapat mengajukan itsbat nikah
ke Pengadilan Agama. Adapun seseorang yang dapat mengajukan itsbat
nikah adalah suami, isteri, anak-anak dari pasangan suami isteri, wali nikah
serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Hal-hal
yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai
berikut:

1. Adanya perkawinan dengan maksud menyelesaikan perceraian;

2. Hilangnya Akta Nikah;

3. Terdapat keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat dalam
perkawinan;

4. Terjadinya perkawinan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974
berlaku;

5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki

halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.
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Terjadinya perceraian dalam hubungan pernikahan hanya dapat

dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik dalam

bentuk putusan perceraian, khuluk atau putusan taklik dan ikrar talak.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang

larangan perkawinan. Seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan

dengan perempuan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Karena seorang perempuan yang bersangkutan masih terikat satu
perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Karena seorang Wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria
lain;
3. Seorang Wanita yang tidak beragama islam.
Sebuah perkawinan dapat dibatalkan jika ditemukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa mendapat izin dari
Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi isteri pria lain yang
mafqud;
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah suami lain;
4. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan dengan
wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
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Sementara itu, di dalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan
tentang definisi anak yang sah. Dimana anak yang sah merupakan anak yang
dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Tentang asal usul anak dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti yang lain. Jika akta
kelahiran atau alat bukti lain tidak ditemukan, maka Pengadilan agama
dapat menetapkan tentang asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan
secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2.1.7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa
perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan yang menjadi hubungan suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika seseorang yang masih
memiliki keterikatan dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas
dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan
yang baru. Pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan dalam
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal
kedua suami isteri, atau isteri atau suami.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah lahirnya seorang
anak. Akan tetapi menurut undang-undang terdapat status anak sah dan anak
tidak sah. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam stau sebagai

akibat dari perkawinan yang sah pula. Anak tidak sah merupakan anak yang
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dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Atau anak yang
dilahirkan diluar perkawinan, Akibat hukum anak tidak sah yaitu mereka
hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang
otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akte kelahiran
tidak ditemukan, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang

asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan

bukti-bukti yang memenuhi syarat.
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1.2. Kerangka Pikir

KUHPerdata
UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

v
Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak dari
Perkawinan siri

et e

Cara memperoleh kedudukan

Kedudukan anak dari perkawinan
anak Dari perkawinan siri?

sii.  Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam?

\. J
X

Terwujudnya Hak Anak dari hasil
perkawinan siri
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2.3. Definisi Operasional

1.

Analisis ~artinya mengamati kegiatan objek dengan cara
menggambarkan komposisi objek serta menyusun kembali komponen-
komponennya buat dikaji atau dipelajari secara lebih jelasnya;

Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/
ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur
kehidupan masyarakat serta menyediakan sangsi untuk orang yang
melanggar hukum;

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Status anak dari perkawinan siri menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan (UUP) ”Anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai
suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Siri berasal dari bahasa arab sirra yang memiliki arti rahasia. Nikah siri

adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh

orang di lingkungan sekitar.
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BAR I

METODg I'ICNRI.I'I'I:\N

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukgp, fe

Ntang analisis hukum terhadap status
. : _ "
nak dari Perkawinan iy menggunakan je

nis penelitian Normatif. Jenis
penelitian ini dipilih kare ick kaii
Pilih Kareng objek Kajian dalam penelitian ini menggunakan

analisis undang-undang pe

rdata, undang-um!ung nomor 1 tahun 1974 dan

kompilasi hukum islam.

Pada dasarnya metode

penelitian yuridis normatif merupakan sebualh

metode dalam penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum

yang digunakan lebip Pada data pustaka atau dari  sumber-sumber

pendukung lainnya dalam menjawab hasil penelitian tentang analisis

terhadap status anak dar; perkawinan siri dan akibat dari nikah siri pada anak

tersebut.

Pendekatan Penelitian
Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif atau penulisan
kepustakaan dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan status anak dari perkawinan siri dan akibat yang di

timbulkan dari perkawinan siri terhadap anak .
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3,3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan

berpusat pada data ~ sekunder yang terdiri dari beberapa bahan

hukum.sebagai berikut :

I. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari
peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Kitab Undang-
Undang Perdata, Undang-Undang Nomor | Tahun 1974, dan
Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer yang ada.
Sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam
serta mendapatkan analisa hukum yang baik.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan data penunjang mencakup bahan-
bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer
dan sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang dipakai
dalam penelitian ini yaitu; Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

Ensiklopedi. (Asikin,2004)
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Teknik pengumpulan Datg

Pengumpulan data dajam penelitian peneliti mengumpulkan bahan
pustaka yang sesuai dengan fumusan masalah yang akan dibahas. Bahan

hukum primer, sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan selain itu

buku- buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum

lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan
maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan

penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan

pedoman penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis  data adalah upaya yang dilakukan dengan
mengorganisasikan data, memilih- memilahnya menjadi satuan yang
dikelola. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, maka selanjutnya
dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu
pendekatan perundang-undangan. Kemudian diperoleh jawaban jawaban
atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan
yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Kemudian
tahapan selanjutnya ialah menghubungkan apa yang ditemukan dalam

penelitian ini dengan hukum perdata.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Status Anak Dari Perkawinan Siri

Seorang anak lahir dar; akibat sebuah perkawinan yang dilakukan oleh

orang tuanya. Status pernikahan yang sah atau tidak sah, akan menentukan

status anak yang dilahirkannya. Sementara itu mengenai perkawinan ini

terdapat beberapa regulasi yang mengaturnya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan
merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia
dan kekal.

Dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 dinyatakan bahwa
“perkawinan dikatakan sah jika telah dilakukan menurut hukum agama serta
kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” Penjelasan Pasal 2 Undang-undang perkawinan
menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia harus dicatatkan sesuai agama
dan kepercayaannya masing-masing oleh warga negara Indonesia dan tidak
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan
pancasila pada sila pertama. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) juga
discbutkan bahwa pernikahan yang telah dicatatkan sesuai perundang-

undangan menimbulkan pro dan kontra apakah termasuk syarat sah
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pemikahan atau termasuk dalam persyaratan administratif saja

schingga kedepannya tidak mempengaruhi pada sahnya pernikahan.

Undang-undang tentang perkawinan nomor | tahun 1974 tidak
mengatur secara jelas tentang istilah anak luar nikah. Dalam regulasi ini
hanya disebutkan tentang status anak sah, hal ini sebagaimana disebutkan
dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang
menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah.” Sehingga dalam hal ini menggunakan
“argumentum a contrario” bahwa anak yang dilahirkan di luar konteks
perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar nikah. Kondisi ini dapat
terjadi karena beberapa hal, sebagaimana tersebut dalam penejasan berikut
ini:

a. Anak yang lahir dari seorang wanita, namun tidak memiliki ikatan
perkawinan sah dengan laki-laki yang menghamilinya.

b. Anak yang lahir dari seorang wanita, dimana kelahirannya
dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi salah satu
atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.

c¢. Anak yang lahir dalam masa iddah setelah perceraian, namun anak
yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki
lain yang bukan suaminya. Sebenarnya anak ini kemungkinan dapat
diterima oleh kedua pihak secara wajar, jika wanita tersebut menikah

dengan laki-laki yang menghamilinya.
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. Seorang  wan; -
& Wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari

ang tidak i
yang Sesuai dengan agama yang dianutnya. Misalnya ketentuan

d l . .
alam agama Katoljk Yang tidak mengenal istilah cerai hidup, namun

1a bercerai kemudian menikah kembalj dan melahirkan seorang anak

dari hasil pernikahan tersebut. Maka anak yang dilahirkan ini

termasuk anak luar kawin.

Anak yang lahir dari Seorang wanita dari hasil pernikahan yang
dilarang sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku. Misal warga
Indonesia menikah dengan warga negara asing, namun ja tidak
memperoleh izin dari kedutaan dengan alasan salah satu atau
keduanya telah memiliki pasangan yang sah. Meski demikian mereka
tetap berhubungan sehingga menghasilkan anak dari hubungan
tersebut. Maka anak yang lahir dalam kondisi ini termasuk anak luar
kawin.

. Anak yang lahir dari seorang wanita yang meninggalkannya begitu
saja setelah ia dilahirkan, sehingga anak tersebut tidak mengenal sama
sekali tentang siapa kedua orang tuanya.

. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak sah akrena tidak

didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun kantor

catatan sipil.
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maupun ki takui
pun kepercayaan yang diakui negara dan tidak dicatatkan secara

resmi di KUA Maupun Kantor Catatan Sipil.

* . y g

oleh Pegawai Pencatat Nikal sebagaimana yang diatur di dalam regulasi

undang-undang nomor 1 tahup 1974 pasal 5 dan pasal 6; bahwa Untuk

memenuhi ketentuan ini, tiap-tiap perkawinan harus dilangsungkan
dihadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Jadi, akta perkawinan adalah sebagai bukti telah terjadinya atau
berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya
perkawinan. Ikatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika dalam perkawinan tidak
dapat dibuktikan Akta nikah, pasangan suami istri dapat mengajukan itsbat
nikah ke Pengadilan Agama. Adapun seseorang yang dapat mengajukan
itsbat nikah adalah suami, isteri, anak-anak dari pasangan suami isteri, wali
nikah serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.
Hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah

sebagai berikut:

a. Adanya perkawinan dengan maksud menyelesaikan perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;
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C. 'l'crdqp-u ke
d])d Cragug )
dguan tentang sah tidaknya salah satu syarst dalam

perkawinan;

Terjadi :
Jadinya perkawinan sebelum undang-undang nomor 1 tahun

1974 berlaku:

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki
halangan perkawinan menurut undang-undang nomor | tahun
1974.

Terjadinya perceraian dalam hubungan pernikahan hanya dapat
dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik dalam
bentuk putusan perceraian, khuluk atau putusan taklik dan ikrar talak.

. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan
menurut hukum islam merupakan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat
atau disebut sebagai mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum islam dan

sesuai dengan regulasi undang-undang tentang pernikahan, yaitu undang-

mor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat | yang menjelaskan bahwa:

engan hukum masing-masing agama

undang no

perkawinan sah jika dilakukan sesuai d
serta kepercayaan. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

undang-undang yang berlaku.
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Menurut Wahbal, Al-Zuhailj g; d
ANg 1

alam bukunya yang berjudul figh

al-islami wa ‘adillat ani
uh menjelaskan tentang pernikahan bah kawi
, bahwa perkawinan

adalah kumpul dan ;
pul dan akad bersama. Selain itu, perkawinan juga diartik
’ an juga diartikan

sebagai akad sad
g yang menjadikan halg) Sescorang laki-laki menikmati seorang
- i seoran

perempuan.

Sementara
dalam pandangan hukum isiam nikah merupakan sunah

Rasul dan memiliki nilaj i ‘
miliki nilai ibadal, bagi yang menjalankannya jika disertai niat

yang tulus dan ikhlas,

Menurut M. Zuhdi Muhdhar nikah sirri meurupakan pernikahan
yang dilakukan tanpa dicatatkan ke KUA oleh Petugas Pencatat Nikah,
sehingga pasangan tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah. Pada
umumnya pasangan tersebut dinikahkan oleh pemuka agama di lingkungan
setempat.

Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk nikah siri, antara lain:

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah sesuai dengan
ketentuan hukum islam.

2. Tidak terpenuhinya legal procedure, dimana tidak mendatangkan atau
menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah saat pernikahan dilaksanakan,
sehingga akibat hukumnya, pernikahan tersebut dinilai tidak sah.

3. Tidak dilaksanakannya walimah al nikah setelah proses ijab qabul

ilaksanakan, padabal walimah ditujukan scbagai salah satu bentuk
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memberitahy |
A lingkung, :
&an sekitar dap, khalayak ram i bal
4K ramai bahwa pasangan

Mayoritas ulay [
Na menjelaskan bahwa hakikat pernikah k
ahan merupakan

.]

dalam dua bentuk i
» Pertama akaq nikah Yang dilakukan ity hanya semata-

mata memenuhi
1 ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi
ketentuan agama yang dianut. Kedua akaq nikah dilakukan menurut ayat (1)
dan ayat (2), yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah
dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Akad pernikahan inilah yang
selanjutnya dijadikan dasar dalam shariat islam sebagai dasar halalnya
hubungan persetubuhan. Dari pernikahan yang sah akan melahirkan
keturunan yang sah pula dan memiliki struktur nasab yang jelas, baik dalam
hukum islam, perdata dan pandangan masyarakat.

Kata “Sirri” berasal dari bahasa arab “sirrun” yang artinya sunyi,
tersembunyi, diam dan rahasia, yang merupakan lawan kata dari ‘alaniyyah’
yang artinya terang-terangan. Jika digabungkan dengan pernikahan, bahwa

sirri mengandung arti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi, diam-

diam atau rahasia. Istilah diam-diam ini selanjutnya mengandung dua

makna, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
iialc diketahui orang sekitar; dan pemikahan yang dilakukan tanpa

dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil
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Jarangan perkawinan, Seorang |akj.|

aki dj
| dilarang melangsungkan pernikahan
an peret .
dengan perempuan dalam, Kondisi-kondis; sebagai berik
o1 stbagai berikut:

perkawinan dengan laki-laki lain:
Karena seorang Wanita maci
masih berada dalam masa iddah dengan pria
lain;
3. Seorang Wanita yang tidak beragama islam
Sebuah i . -
perkawinan dapat dibatalkan Jika ditemukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa mendapat izin dari
Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi isteri pria lain yang
mafqud;
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah suami
lain;
4. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana

yang ditentukan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;

5. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan dengan

wali yang tidak berhak;

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan regulasi yang sudah disebutkan di atas, status anak

apakah sah atau tidak dimata hukum tergantung dari sah atau tidaknya



[,c|-kawi1\:||1 Orang tuanyy, | inj
N Yang meniadd:
menjadi dasar dor s
| : asar dari penelitian v
dilakukan oleh pepej; pada | penelitian yang
A pasane: afye
| BANAstia Ingo dan Nurdin Pasilu.
Adapun hasil wawancary yang dilalcy|
»Ailakcukan pada .
o " padatangpal 30 maret 2022 adalah
sebagal berikut:

Asna Ingo: Kami
- Kami sendiri id.
ndiri tidak mengetahui bahwa pernikahan siri

diatur dalam Undang-und. g
g-undang, Setalny kami, pernikahan ity akan sah ke

sudah diijab qobul, adg saksi, d

an ads ahar K ama® : i
an ada mahar. Kami juga tidak tahu kalau

akan berdampak banyak bagi hidup. Nurdi, p

astlu: Yang menjadi alasan

ami memilih me TR A
k clakukan nikal gjyi talah karena hubungan kami tidak

mendapat respon baik dari keluarga, terutama kedua orang tua saya. Selain
itu, saya dan suami yang saat ini sama-sama masih ada hubungan dengan
mantan suami maupun istri nya (belum mengurus akta cerai).
Jadi dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasangan Asna
Ingo dan Nurdin Basilu telah melakukan perkawinan secara sah baik
menurut undang-undang nomor | tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum
Islam. Sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut secara
hukum merupakan anak sah.
4.2 Akibat Hukum Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Siri
Secara yuridis perkawinan siri yang dilakukan ol¢h pasangan suami isteri
akan memberikan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini akan

berpengaruh pada kelangsungan hidup anak tersebut. Status anak sah yang

melekat pada dirinya akan memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan
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gan administrasi,

o Ulamanya (g

ah kew;
Warganegaraan. Terkait hal ini

dijelaskan dalam regulasi undang-undang dan hukum jg|
ISlam, antara lain:

1. KUHpdt dan Undang-Undang N 1 141, 197,

Sebagaimana dj;
g dijelaskan dajam hukum positif, status anak dibedakan

anak yang dilahirkan di dalam atay sebab perkawinan yang sah. Sedangkan

keturunan atau anak yang tidak sah adalah anak-anak yang dilahirkan di

dalam atau sebab perkawinan yang tidak sah. Secara hukum, anak jenis ini
disebut anak luar kawin.

Anak luar kawin dalam hukum perdata (Burgerlijk wetbook) disebut
dengan istilah anak alam atau “Naturlijk Kind”. Pengertian anak luar kawin
merupakan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan tidak
dibenihkan dari pria yang terikat perkawinan sah dengan ibu tersebut. Oleh
sebab itu, istilah yang melekat pada anak yang dilahirkan itu adalah anak
tidak sah.

Sedangkan anak sah merupakan anak yang lahir atau dibuahkan di
dalam pernikahan yang sah. Jika seorang anak dibuahkan di dalam
perkawinan yang sah namun ia dilahirkan setelah orang tuanya berpisah
(bercerai), ia masih termasuk anak yang sah. Begitu juga dengan anak yang

dibenihkan di luar perkawinan namun ia dilahirkan di dalam perkawinan

yang sah, maka ia termasuk anak yang sah. Dengan demikian anak-anak
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atau keturunan yang tiq;
ak memenyy,
enuhy ke

lentuan ini, mak

yang tidak sah. a1 termasuk anak

Anak luar p;
nikah jpi .

‘ tenty memiliki - akibat hukum  sendiri

sebagaimana yang dijelask sendiri

— .
n oleh J Satrio tentang kondis;

atau posisi anak
tersebut dalam hukum perdat ¢

a. Ana : ;
K luar nikah tidak serta merta memiliki

hubungan kekerabatan dan hubungan hukum den
baik ibw maupom i gan kedua orang tuanya,
- Meskipun secara biologis ia memiliki kesamaan
dengan orang tuanya, namuyp Jika dilihat darj aspek yuridis, orang tuanya
justru tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak tidak sah ini.
Hal ini berarti bahwa menupyt KUHPdt seorang anak tidak sah tidak
memiliki posisi maupun keterikatan apapun dengan orang tuanya. Kondisi
ini tentu saja sangat menyedihkan, dimana ada seorang anak yang notabene
adalah makhluk Tuhan, namun ia tak memiliki kedudukan apapun di dunia
ini berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Di dalam KUHPdt anak luar kawin memiliki dua jenis, yaitu: (1)
anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah dimana keduanya tidak memiliki
larangan untuk menikah, dan seorang anak yang lahir dari seorang ibu dan
ayah dimana keduanya terdapat larangan kawin karena adanya larangan di
dalam UU (undang-undang) atau jika salah satu orang tuanya, ayah atau ibu
sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang i () vl 2ina

merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan, dimana

anak tersebut keberadaannya harus diakui oleh ayah dan ibunya, supaya ia

memiliki hubungan hukum antara orang tua dan anak. Jika tidak memiliki
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hukum antara anak dan orang f, tersebut

Sementara itu, daja |
m KUHPd¢ Juga dijelaskan tentang pengesahan

ak luar kawi .
an awin, misalnya dalam pasal 272 yang berbunyi: “anak luar

kawin, kecuali yang dilahirkan dar perzinahan atau penodahan darah,
disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila
sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara
sah terhadap amak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta
perkawinannya sendiri.” Ditegaskan kembali dalam pasal 274 yang
berbunyi: “bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan
telah lalai untuk mengakui anak diluar kawin, kelalaiannya mereka ini dapat
diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah
mendengar nasihat Mahkamah Agung” Berikutnya dalam pasal 275
dinyatakan sebagai berikut: “dengan cara yang sama seperti yang diatur
dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak diluar kawin yang telah

diakui menurut undang-undang; (1) bila anak itu lahir dari orang tua, yang

karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi

dilaksanakan; (2) bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk

golongan Indonesia, atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya

meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap

gan Presiden.”

perkawinan orang tua jtu, menurut pertimban
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KomPiI“Si Hukum Islap,

idak ditemukan, ma .
ti ka Pengadilan agama dapat menetapkan tentang asal
asa

] anak setelah \
usu melakukan pemeriksaan secara teljt; berdasarkan bukti-

bukti yang sah.

Sedangkan dilihat dari yurispridensi ulama, ditekankan bahwa
hubungan antara orang tua dan anak akan memunculkan hak-hak untuk anak
yang diperoleh dari orang tuanya, antara lain:

e. Hak Rada’

Hak rada’ merupakan hak dasar yang diperoleh anak untuk mendapatkan
makanan yang layak, seperti disusui ibunya. Dan dalam masa ini orang
yang bertanggung jawab dalam masalah finansial adalah orang terdekat
dalam nasabnya, dalam hal ini adalah ayah yang seharusnya berada dalam
posisi ini.

f. Hak Hadhanah

Hak hadhanah bermakna meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk seperti

menggendongnya, atau meletakkan dalam pangkuan. Secara istilah figh,

hadhanah adalah tugas untuk mendidik, merawat dan menjaga bayi atau

anak-anak sejak dia lahir sampai anak tersebut mampu mengatur dirinya

sendiri.
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2. Hak Wilayah

Dalam mengasuh an

iperoleh anak, mulaj dari i
dip al dari ana masih kecj hingga ia de P
wasa. Perwalian
ini tidak hanya dipe i
i tid ya diperoleh anak ketika pernikahan, namun i
: un juga tentang
mengasuh anak sampai masa hadhanah berakhir yaitu ketika anak telah
s €lika anak tela

mumayyiz atau sampai anak tersehy menikah. Hak perwalian
: lan juga

berkaitan dengan harta benda,

h. Hak Kehidupan

Setiap anak berhak mendapatkan hak kehidupan. Begitu seorang anak

dilahirkan, hak hidupnya harus dipenuhi. Hak hidup anak ini terhubung

dengan hak-hal yang telah disebutkan sebelumnya,

Peneliti menemukan adanya pasangan yang melakukan perkawinan
siri hingga mereka memiliki anak. Dan sebagai bahan penelitian, peneliti
telah melakukan penggalian data dengan cara melakukan wawancara
dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri tersebut.
Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu mengenai akibat hukum apa
yang diterima oleh anak anak mereka, mengingat anak tersebut adalah anak

hasil dari perkawinan siri. Adapun hasil wawancaranya pada tanggal 30

maret 2022 adalah sebagai berikut:

Asna Ingo: Dampak yang saya dapat sebagai istri siri yang pertama,

. i ena beliau
saya kesulitan mengurus surat cerai dengan suami pertama kar

sudah tidak memiliki hubungan baik dengan saya. Lalu saya jadi sulit

kta anak, Kartu keluarga dan lainnya. Anak saya saat ini sudah
mengurus a ;
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suk sekolah Pay '
” aud, tetapi belum Mmem

e asukkan akiy |
belum memilikinya,

ahiran karena

Jadi dari hasil Wawancara dapy diketahy |
U1

i | ahwa Pasangan nikah sirj
ini kesulitan mengurus sya¢ akta ceraj g
dl deng

an masing-

ainya.
4.3 Analisis Penulis

43.1. Status Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Undang Undang No 1
- mor

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Jsjam

Praktik perkawinan siri ternyata masih banyak dilakukan oleh warga
negara Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di desa
Sukamakmur pada salah satu pasangan yang telah melakukan praktik nikah
siri selama tiga tahun hingga memiliki seorang anak. Dalam wawancara
yang dilakukan pada keduanya, terlihat bahwa keduanya tidak memahami
bahwa ada regulasi yang mengatur mengenai perkawinan siri, dan juga
akibat-akibat hukum yang ada setelahnya. Termasuk juga akibat hukum
yang akan dibebankan kepada anak yang mereka hasilkan dari perkawinan

tersebut.

Sementara itu disebutkan juga bahwa alasan mereka melakukan

perkawinan siri tersebut adalah karena hubungan mereka tidek mendapatkan

respon yang baik dari keluarga terutama orang tua. Ditambah pasangan

tersebut masih sama-sama belum mengurus surat perceraian dengan

pasangan sebelumnya. Sehingga untuk melanjutkan hubungan, e

memilih melakukan pemikahan siri. Padahal dengan melakukan nikah siri,
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crjadi akibat-akibat hukyp, bagi Pasangay
. oy ;] rn

AlUpun  bhag; anak yang
dilahirkan.

Apapun yang menjad alasan terjadiny, Perkawinan i
an  siri inj,
hendaknya perempuan menyaday; bahwa dampak dar; perkawi
erkawinan siri

rerhadap hak-haknya sebagai istri dap anak yang dilahirk dal
an dalam

perkawinan tersebut dan siap atas resj, yang akan dihadapi dikemudian hari
n nart.

Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang perkawinan didalam

pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwg “Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Demikian pula anak dari perkawinan siri, jika perkawinan tersebut sah dalam
syariat, anak dari perkawinan tersebyt harusnya juga sah. Permasalahannya
keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang, Seorang anak yang
sah menurut undang-undang adalah anak hasi] dari perkawinan yang sah,
yakni tercatat dalam dokumen negara.

Definisi sahnya suatu perkawinan berbeda dari sudut pandang agama
dan negara. Dalam agama, perkawinan dipandang sah jika terpenuhi rukun
dan syaratnya. Sedangkan sah menurut negara, apabila perkawinan tersebut
dicatatkan dalam dokumen negara. Undang-undang No | Tahun 1974 tentang
perkawinan pasal 42 ayat 1 menyebutkan “ Anak yang adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak

yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan
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1 «irt adalah anak sah |1,
mknh sir Hal i Sesual dengay
dan “."“llxa }

: FI\L\IHH positif

0 « I ( LK1

y, Akibat Hukum Terhadap Status Anak Dari pergay;
' winan Siri

S‘ h galm’dna E. e I 15 l! llﬂ S h h
Se yan J ttldh dll’(lhc S Eldil Z1an s¢ I
a Kl cDE l”nn‘\.l, .lh\\ a

sil dari ' i
status anak hasil dari pernikahan siri Mmenurut undang-undang adal
ang-undang adalah anak

yang sah. Dan pada bagian ini, akan dibahas akibat hukum terha lap stat
dadap status

anak sah tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari pernikahan siri ialah tidak memiliki
kekuatan hukum. Hal ini membuat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri
tidak diakui negara. Pengurusan harta gono gini juga tidak dapat dilakukan.
Namun pasangan nikah siri dapat mengajukan isbat nikah jika ingin
mengesahkan pertalian.

Merujuk pasal 7 ayat (2) KHI, isbat nikah dapat diajukan oleh salah
satu pasangan nikah siri. Selain pihak lain seperti anak, wali nikah, dang
yang berkepentingan atas pernikahan berhak mengajukan isbat nikah ke
pengadilan agama. Selain itu pasangan nikah siri perlu melengkapi berkas-

berkas sebagai berikut:

1) Surat keterangan KUA setempat bahwa pernikahan belum

dicatatkan;

2) Surat keterangan dari kepala desa setempal yang menerangkan

pemohon telah menikah;
3) Fotocopy KTP pemohon isbat nikah;

4) Membayar biaya perkara;
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5) Biaya lainnya sesuaj ketentuap haki;
an hakim,

k“kan dcn an ak a
g“ t kCIahilfln y'
« dng

: dikeluarkan oleh pe;
otcntlk, yang 1pejabat Yang berwe [
nang. Jika akta kelahiran

idak ditemukan, maka pengadilan dapat mengeluarkan penet
apan tentang

st usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasark
asarkKan

pukti-bukti yang memenuhi syarat,

Hasil wawancara dengan Pasangan nikah sirj menunjukkan bahwa
hasil pernikahan sirinya (yaitu anak mereka) belum memiliki status
keperdaataan yang diakui secara resmi oleh negara.

Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk ketertiban bagi
seluruh masyarakat islam. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur di dalam regulasi
undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 dan pasal 6; bahwa Untuk
memenuhi ketentuan ini, tiap-tiap perkawinan harus dilangsungkan
dihadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Kemudian didalam pasal 2 ayat (2) juga disebutkan “Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Artinya pada pasal tersebut mewajibkan adanya pencatatan perkawinan
untuk mendapatkan buku nikah bagi yang beragama islam dan akta
perkawinan bagi yang beragama non islam. Jadi akta perkawinan adalah
sebagai bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang

menentukan sah tidaknya perkawinan.

. P,
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rka

pe

: iri memang sah secarq horma agam,

rkaw

pe

a. Tetapi tidak memilik;
m dan karenanya (jq
tan huku
kekua

ak pernah ady dalam catatan negara

kata lain perkawinan siri inj tjdak diakui oleh negara
dengan
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[, Status anak dari perkawinan sirj menuryt Undang-Ung

BAB v

KESIMPyLAN

{ Kesimp“lan

ahun

974 dan Kompilasi Hukum [s]am Merupakan anak gah
Aidk sah. Sebagaimana

ercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 lentang perkawinan da)
| ) alam pasal 42
Ayat 1 disebutkan “Anak yang sah adalap
anak-anak yang dilahi
g dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yan »
g sah.” Hal ini meruj
juk bahwa

status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orangtu
anya..

Akibatnya anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merupakan anak

yang sah baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun

menurut Kompilasi Hukum Islam.

. Akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan siri adalah anak tidak

mendapatkan hak keperdataan secara legal atau resmi, seperti akta
kelahiran dari catatan sipil maupun juga masuk ke dalam anggota kartu

keluarga dari orang fuanya. Hal ini menyebabkan anak dan istri dari

perkawinan siri memang sah secara norma agama. Namun tidak memiliki

legalitas maupun kekuatan hukum dihadapan negara karenanya tidak

tercatat dalam negara dengan kata lain perkawinan ini tidak diakui oleh

negara.
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